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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan
tanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan
pengelolaan pengairan berupa antara lain jaringan
irigasi rawa lebak secara efektif dan efisien, serta
untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah membagi sub-bidang urusan sumber daya air
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air
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tata laksana eksploitasi dan pemeliharaan bangunan
pengairan ditetapkan oleh Menteri;

d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam
melakukan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan
pengairan sebagaimana dimaksud pada huruf c,
diperlukan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi rawa lebak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a huruf b huruf c dan huruf d
perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat tentang Eksploitasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG EKSPLOITASI DAN
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI RAWA LEBAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Rawa adalah [CE1]wadah air beserta air dan daya air yang terkandung
di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman,
terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan
endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang
merupakan suatu ekosistem.

2. Rawa lebak adalah rawa yang terletak jauh dari pantai dan berada
pada kawasan tanah rendah yang tergenang air akibat luapan air
sungai dan hujan yang tergenang secara periodik atau menerus.

3. Irigasi rawa lebak adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air melalui jaringan irigasi pada kawasan budi daya
pertanian di rawa lebak.

4. Jaringan irigasi rawa lebak adalah saluran, bangunan air, bangunan
pelengkap dan tanggul, yang merupakan satu kesatuan fungsi yang
diperlukan untuk pengelolaan air di daerah irigasi rawa lebak.

5. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak adalah
kegiatan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi rawa lebak guna
menjamin kelestarian fungsi jaringan irigasi rawa lebak berupa
operasi jaringan irigasi rawa lebak dan pemeliharaan jaringan irigasi
rawa lebak.

6. Suplesi adalah upaya memasukkan air yang diperlukan kedalam
jaringan irigasi rawa lebak.

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Balai Besar/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat
BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber
daya air.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pengelolaan sumber daya air.
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Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BBWS/BWS
dalam menyusun:

a. pedoman rinci eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa
lebak di masing-masing daerah rawa untuk pejabat yang
menangani eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa
lebak;

b. manual eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak
untuk petugas pengamat pengairan; dan

c. manual eksploitasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi rawa lebak
untuk juru pengairan.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar BBWS/BWS, mampu
melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa
lebak secara efisien dan efektif.

(3) Selain sebagai acuan bagi BBWS/BWS, Peraturan Menteri ini dapat
menjadi pedoman bagi orang perseorangan, kelompok orang,
masyarakat adat dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan
eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak untuk
kepentingan sendiri.

Pasal 3

(1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak meliputi:

a. operasi jaringan irigasi rawa lebak; dan

b. pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.

(2) Operasi jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, merupakan upaya pengaturan air irigasi dan
pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu
bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem
golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi
pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

(3) Pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, merupakan upaya menjaga dan mengamankan
jaringan irigasi rawa lebak agar selalu dapat berfungsi dengan baik
guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan
kelestariannya.

(4) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
mengacu pada:

a. pedoman penyelenggaraan operasi jaringan irigasi rawa lebak;
dan

b. pedoman pemeliharaan jaringan irigasi rawa lebak.
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